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Objective: This study aims to analyze how enrolment and tuition fee policies are 
implemented at the Australian Islamic Centre College (AICC) in Victoria. The 
research uses a qualitative method with a library-based approach by examining 
various official documents, institutional policies, and academic sources related to 
enrolment agreements, admission policies, and enrolment regulations. The findings 
show that AICC upholds the principles of transparency and accountability by 
providing clear information, open enrolment agreements, and a structured monitoring 
system to protect students’ rights. However, the institution’s financial system still 
faces challenges, particularly for students from low-income families. Therefore, a more 
equitable funding model is needed, such as scholarship programs and community 
support. Overall, AICC’s policy reflects a professional and transparent model of 
Islamic educational management that seeks to maintain a balance between 
institutional growth and social justice. 
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ABSTRAK  

Objektif: Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kebijakan mengenai pendaftaran 
dan biaya pendidikan diterapkan di Australian Islamic Centre College (AICC) di Victoria. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan 
menganalisis berbagai dokumen resmi, kebijakan institusi, serta sumber-sumber akademik 
yang terkait dengan proses perjanjian pendaftaran, kebijakan pendaftaran, serta ketentuan 
pendaftaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa AICC mengedepankan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi yang jelas, perjanjian 
pendaftaran yang terbuka, serta sistem pengawasan yang teratur agar hak peserta didik 
terlindungi. Namun, sistem keuangan lembaga tersebut masih menghadapi kendala terutama 
bagi peserta didik yang berasal dari keluarga dengan pendapatan rendah. Oleh karena itu, 
dibutuhkan model pendanaan yang lebih adil seperti pemberian beasiswa dan bantuan dari 
komunitas. Secara keseluruhan, kebijakan yang diterapkan AICC mencerminkan pengelolaan 
pendidikan Islam yang profesional, transparan, serta berusaha menjaga keseimbangan antara 
pertumbuhan lembaga dan keadilan sosial. 
 
Kata Kunci: kebijakan pendaftaran, biaya pendidikan, transparansi, akuntabilitas, 
manajemen pendidikan Islam, AICC Victoria 
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PENDAHULUAN 
Kebijakan pendaftaran dan biaya pendidikan sangat penting dalam mengelola 

lembaga pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Kedua hal 
ini tidak hanya mengatur prosedur penerimaan siswa, tetapi juga berfungsi sebagai dasar 
hukum untuk memastikan transparansi, keadilan, dan tanggung jawab antara sekolah dan 
siswa. Dengan adanya perjanjian pendaftaran dan aturan biaya yang jelas, lembaga 
pendidikan berusaha membangun hubungan yang sehat dan saling memahami antara 
sekolah dan siswa (Taylor et al., 2022; Shaleh et al., 2021; Karim et al., 2023). 

Di berbagai negara, termasuk Australia, sistem pendaftaran dan biaya pendidikan 
terus berkembang karena meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk akses pendidikan 
yang adil dan berkualitas. Menurut Taylor dan timnya, kebijakan yang berorientasi pada 
keadilan sosial seharusnya menjadi dasar bagi semua proses penerimaan dan pembiayaan 
siswa (Nathie, 2021). Tanpa kebijakan seperti ini, perbedaan antar daerah dan kelompok 
ekonomi akan semakin membesar, seperti yang masih terjadi di sistem Pendidikan Australia 
(Shakeel, 2018). Salah satu contoh lembaga pendidikan yang menerapkan prinsip kebukaan 
dan keadilan dalam kebijakan pendaftarannya adalah Australian Islamic Centre College 
(AICC) di Victoria. 

Sekolah Islam ini berusaha menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan 
sistem pendidikan nasional Australia. Menurut penelitian (RAHARJO et al., 2024), sebagian 
besar pendanaan AICC berasal dari hibah pemerintah, lebih dari 80%. Dukungan ini 
memungkinkan lembaga tersebut tetap menyediakan layanan pendidikan berkualitas tanpa 
mengenakan beban berlebihan kepada orang tua. Transparansi dalam sistem pelaporan 
keuangan juga menunjukkan bagaimana lembaga ini menjunjung tinggi tanggung jawab dan 
akuntabilitas kepada publik (Karim et al., 2023). 

Prinsip serupa juga diungkapkan oleh (Asnawan, 2020), yang menekankan bahwa 
kebijakan pendidikan tidak hanya berupa aturan administratif, tetapi juga harus 
mencerminkan nilai moral dan tanggung jawab sosial dari lembaga pendidikan. Di AICC, 
hal ini terlihat dari upaya sekolah memastikan semua siswa mendapatkan hak yang sama 
tanpa membeda-bedakan latar belakang ekonomi atau sosial. Dari berbagai penelitian 
tersebut, AICC Victoria dapat dianggap sebagai contoh nyata penerapan prinsip 
transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam kebijakan pendaftaran dan biaya Pendidikan 
global (Qosyim & Zarkasyi, 2024; Muhtadin, 2025). 

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan 
tersebut diterapkan di AICC serta bagaimana prinsip-prinsipnya dapat menjadi contoh bagi 
lembaga pendidikan Islam lainnya dalam konteks global. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan  studi kepustakaan. 
Semua data yang digunakan diperoleh dari buku, jurnal, dan hasil penelitian yang 
membahas tentang kebijakan pendaftaran dan biaya pendidikan, termasuk perjanjian 
pendaftaran, kebijakan pendaftaran, serta syarat dan ketentuannya. Proses penelitian 
dilakukan dengan cara, menganalisis, serta membandingkan isi dari sumber yang relevan. 
Hasil dari analisis ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan mengenai 
bentuk kebijakan yang diterapkan, alasan kebijakan tersebut diperlukan, serta cara 
pelaksanaannya di lembaga pendidikan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Profil dan Perjanjian Pendaftaran, Kebijakan Pendaftaran, Syarat Ketentuan 

Pendaftaran AICC Victoria 
Profil AICC Victoria 

Australian Islamic Centre College (AICC) Victoria adalah sebuah lembaga pendidikan 
Islam yang beroperasi di bawah sistem pendidikan Australia. AICC mampu menyatukan 
nilai-nilai Islam dengan sistem pendidikan nasional yang menekankan keunggulan, 
keterbukaan, dan keadilan. Lembaga ini menjadi contoh bagaimana pendidikan Islam bisa 
berjalan sejalan dengan kurikulum nasional tanpa kehilangan nilai spiritualnya (Gunawan et 
al., 2024). Di AICC, kurikulum tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga melatih 
karakter dan mengembangkan potensi siswa. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa 
pendidikan Islam harus mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, membentuk 
moral, dan meningkatkan spiritualitas siswa (Thufail, 2020). 
 
Perjanjian Pendaftaran (Enrolment Agreement)  

Perjanjian pendaftaran di AICC Victoria dibuat sebagai panduan yang mengatur 
hubungan antara sekolah dengan siswa dan orang tua. Di dalamnya dijelaskan dengan jelas 
hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk mengenai biaya pendidikan, jadwal 
pembayaran, serta cara mengundurkan diri. Semua informasi disampaikan secara terbuka 
agar tidak terjadi kesalahpahaman antara sekolah dan orang tua. Keterbukaan ini 
menunjukkan bahwa AICC benar-benar berkomitmen untuk menjaga kepercayaan dan 
tanggung jawabnya kepada masyarakat. 

Dengan cara ini, sekolah tidak hanya membangun hubungan yang transparan, tetapi 
juga memperkuat rasa percaya antara pihak sekolah dan orang tua dalam mendukung 
pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, AICC juga menerapkan nilai-nilai keislaman 
seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam setiap kebijakan yang diterapkan, 
sehingga seluruh proses pendidikan berjalan dengan adil, terbuka, dan berlandaskan etika 
Islam (Gunawan et al., 2024). 

 
Kebijakan Pendaftaran (Enrolment Policy) 

Kebijakan pendaftaran di AICC Victoria dijalankan dengan prinsip keadilan dan 
kesempatan yang sama untuk semua calon siswa. Proses penerimaan dilakukan secara 
terbuka, tanpa memperhatikan latar belakang ekonomi, etnis, atau status sosial seseorang. 
Semua aturan dibuat sesuai dengan ketentuan pendidikan di negara bagian Victoria yang 
menekankan pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab sosial. Kebijakan ini 
menunjukkan bagaimana AICC mampu menggabungkan nilai-nilai Islam dengan sistem 
pendidikan modern secara profesional. 

Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan saling menghargai menjadi dasar dalam 
setiap keputusan dan langkah yang diambil oleh sekolah. AICC juga berusaha menciptakan 
suasana belajar yang adil dan inklusif, di mana setiap siswa memiliki kesempatan yang sama 
untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing, tanpa merasa 
diasingkan atau diperlakukan berbeda dalam bentuk apa pun (Gunawan et al., 2024). 

 
Syarat dan Ketentuan Pendaftaran (Terms and Conditions of Enrolment) 

Syarat dan ketentuan untuk mendaftar di AICC Victoria mencakup berbagai hal 
terkait administrasi, keuangan, serta aturan yang harus dipenuhi oleh calon siswa dan orang 
tua. Semua informasi mengenai biaya, hak, serta kewajiban telah dijelaskan secara jelas agar 
tidak terjadi salah paham. AICC juga memiliki cara untuk mengembalikan dana serta sistem 
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pengawasan internal agar semua proses berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah. 
Keterbukaan ini menunjukkan tanggung jawab AICC dalam melindungi hak siswa sekaligus 
menunjukkan prinsip keadilan dalam pendidikan. 

Selain itu, kebijakan yang diterapkan juga mencerminkan komitmen sekolah dalam 
membangun sistem yang jujur, transparan, dan bisa diandalkan. Dengan cara ini, AICC tidak 
hanya menjalankan aturan secara profesional, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam 
seperti amanah dan tanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambil (Thufail, 2020). 

 
B. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas 
Bentuk keterbukaan informasi dalam perjanjian pendaftaran. 

Keterbukaan informasi di Australian Islamic Centre College (AICC) Victoria bisa 
dilihat dari cara lembaga ini memberikan seluruh kebijakan pendaftaran dan biaya 
pendidikan secara jujur, rinci, dan mudah dipahami. Semua informasi mengenai hak, 
kewajiban, dan ketentuan biaya diberikan kepada calon siswa dan orang tua melalui 
dokumen resmi serta media daring yang mudah diakses (Maulida Nuzula Firdaus, 2023). 
Langkah ini menunjukkan tanggung jawab lembaga dalam membangun kepercayaan 
masyarakat dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan karena kurangnya informasi. 
Dalam perjanjian pendaftaran yang digunakan, AICC telah menulis dengan jelas isi 
perjanjian yang mencakup hak peserta didik, tanggung jawab lembaga, serta cara 
pembayaran dan pembatalan pendaftaran. Informasi disampaikan dengan bahasa sederhana 
tetapi tegas agar orang tua dan siswa memahami setiap ketentuan. Keterbukaan ini 
mencerminkan penerapan etika profesional yang menghargai nilai kejujuran, tanggung 
jawab, dan integritas dalam lembaga pendidikan (Liana Oly Kisanto et al., 2025). 

Dengan cara ini, AICC tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga 
membangun budaya transparansi yang menjadi dasar hubungan yang baik antara lembaga 
dan masyarakat. Sistem pendidikan di Australia mengutamakan prinsip akuntabilitas 
sebagai dasar penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Setiap kebijakan dan 
peraturan yang dibuat harus melewati proses pengawasan dan evaluasi agar sesuai dengan 
hukum serta prinsip keadilan sosial (Rahadiyan & Mentari, 2021). Di AICC Victoria, 
pengawasan internal dilakukan secara rutin untuk memastikan semua kebijakan pendaftaran 
dan biaya berjalan sesuai aturan. Hasil evaluasi juga diberikan secara terbuka kepada pihak 
berwenang sebagai bentuk tanggung jawab publik. Dengan menerapkan sistem ini, AICC 
Victoria menjadi contoh lembaga pendidikan Islam yang mampu menyeimbangkan nilai-
nilai spiritual dan profesionalisme. Nilai kejujuran dan keadilan diterapkan secara nyata 
melalui keterbukaan informasi, sedangkan akuntabilitas menjadi bukti komitmen lembaga 
terhadap pengelolaan pendidikan yang bersih dan dapat dipercaya. 

 
Mekanisme pengawasan dan perlindungan hak siswa 

Mekanisme pengawasan dan perlindungan hak siswa dalam Enrolment Agreement 
dan Terms and Conditions adalah bukti nyata dari akuntabilitas lembaga pendidikan. 
Dokumen-dokumen ini tidak hanya menjadi syarat administratif semata, tetapi juga 
berfungsi sebagai alat perlindungan. Tujuan ini sesuai dengan prinsip etika profesi secara 
umum, yakni untuk melindungi kepentingan publik. Dalam konteks pendaftaran, 
kepentingan publik ini meliputi hak-hak peserta didik dan keluarganya. Salah satu bentuk 
perlindungan hak siswa yang paling penting adalah jaminan kerahasiaan data. Kebijakan 
pendaftaran yang ditemukan dalam penelitian ini menjelaskan secara rinci tentang cara 
pengelolaan informasi pribadi siswa. Ini mencerminkan prinsip kerahasiaan secara langsung. 
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Seperti seorang akuntan profesional tidak boleh menggunakan informasi rahasia untuk 
keuntungan pribadi atau pihak ketiga, lembaga pendidikan melalui kebijakannya juga 
mengikatkan diri secara etis untuk tidak menyalahgunakan data siswa. Hal ini merupakan 
fondasi etis yang mendasari perlindungan privasi (Panjaitan, 2025). 

Selain itu, mekanisme pengawasan dalam kebijakan pendaftaran dirancang melalui 
prosedur penanganan keluhan. Struktur ini dapat dibandingkan dengan kerangka kerja 
konseptual yang digunakan dalam etika profesi. Kerangka kerja ini dibuat untuk 
mengidentifikasi dan mengatasi ancaman. Dalam konteks ini, keluhan atau ketidakpuasan 
siswa dianggap sebagai ancaman terhadap hubungan profesional. Prosedur penanganan 
keluhan yang jelas bertindak sebagai pengamanan, yang memastikan proses adil dalam 
menyelesaikan masalah. Hal ini menjadi bentuk akuntabilitas dalam praktik, di mana 
lembaga tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga menyediakan jalur untuk menantang 
penerapan aturan tersebut (Hayati et al., 2025). 

Perlindungan hak siswa juga dipertahankan melalui penerapan kebijakan yang adil, 
yang didasarkan pada prinsip objektivitas. Terms and Conditions menjamin bahwa 
keputusan terkait siswa, seperti sanksi, evaluasi, atau layanan dukungan, tidak dipengaruhi 
oleh bias atau benturan kepentingan. Prinsip objektivitas ini memastikan perlakuan yang 
setara dan melindungi siswa dari keputusan yang tidak adil. Mekanisme pengawasan dan 
perlindungan ini, mulai dari jaminan kerahasiaan data hingga prosedur penanganan 
keluhan, berfungsi sebagai bukti akuntabilitas. Seperti dalam profesi lainnya, pelanggaran 
terhadap komitmen yang tertulis bisa menjadi dasar untuk investigasi atau sanksi. Dengan 
demikian, dokumen pendaftaran tidak hanya melindungi siswa secara pasif, tetapi juga 
memberdayakan mereka dengan menyediakan mekanisme pengawasan yang jelas dan 
terstruktur. 
 
C. Keadilan dalam kebijakan biaya Pendidikan 
Sistem pembiayaan dan dampaknya terhadap siswa kurang mampu 

Kebijakan pendaftaran dan biaya pendidikan di Australian Islamic Centre College 
(AICC) Victoria mencerminkan sistem pendanaan yang dibuat untuk menjaga kualitas 
pendidikan dan memastikan lembaga bisa terus berjalan. Namun, dalam penerapannya, 
kebijakan ini mempunyai dampak yang berbeda bagi siswa yang memiliki keadaan ekonomi 
berbeda. Bagi siswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan tinggi, struktur biaya tidak 
menjadi hambatan besar, bahkan sering dirasa wajar karena sesuai dengan kualitas 
pendidikan yang diberikan. Sebaliknya, bagi siswa yang berasal dari keluarga ekonomi 
terbatas, biaya pendaftaran dan biaya tahunan bisa menjadi beban yang cukup berat. 
Meskipun lembaga telah menetapkan kebijakan diskon dan sistem pembayaran bertahap, 
tidak semua keluarga mampu memanfaatkannya dengan baik. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa sistem pendanaan belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan kepada seluruh 
siswa (Annisa Darma Yanti et al., 2024). 

Meskipun sekolah sudah menerapkan transparansi dalam menetapkan besarnya 
biaya, transparansi tidak selalu berarti biaya tersebut bisa dijangkau oleh semua kalangan. 
Kondisi ini bisa membuat ada perbedaan akses, di mana siswa dari keluarga berpenghasilan 
tinggi bisa dengan mudah melanjutkan pendidikan, sedangkan siswa dari keluarga yang 
ekonominya terbatas harus bekerja ekstra agar tetap bisa berkembang. Dampak sosial dari 
kebijakan ini juga dapat dilihat dari perasaan tidak percaya diri dan partisipasi yang terbatas 
dari siswa ekonomi kurang mampu dalam berbagai kegiatan sekolah. Biaya tambahan untuk 
kegiatan ekstrakurikuler, seragam, atau bahan belajar tertentu bisa membuat mereka merasa 
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berbeda dengan teman-temannya. Akibatnya, potensi akademik dan non-akademik mereka 
tidak berkembang secara optimal (Annisa, 2022). 

Dari sisi sekolah, kebijakan pendanaan memang penting agar sekolah bisa berjalan 
lancar. Namun, keadilan dalam pendidikan tidak cukup hanya dengan menyediakan akses 
masuk ke sekolah, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan 
yang sama untuk berkembang tanpa hambatan ekonomi. Oleh karena itu, sistem pendanaan 
perlu lebih diarahkan pada siswa yang ekonominya kurang mampu, seperti melalui program 
beasiswa, dana sosial dari masyarakat, atau bentuk subsidi silang antar siswa. Penerapan 
kebijakan seperti ini akan membantu sekolah mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu 
memberikan kesempatan yang adil bagi semua anak untuk mendapatkan ilmu dan 
membentuk masa depan yang lebih baik (Winarsih, 2016). 

Selain itu, dukungan dari masyarakat dan orang tua juga sangat penting, seperti 
bentuk donasi, infaq pendidikan, atau kerja sama dengan lembaga sosial, agar bisa 
memperluas sumber dana bantuan bagi siswa yang membutuhkan. Dengan pendekatan 
seperti ini, AICC Victoria bisa menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan lembaga dan 
keadilan sosial. Kebijakan pendanaan yang diperhatikan kondisi ekonomi siswa akan 
memperkuat citra sekolah sebagai lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya menekankan 
kualitas akademik, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan. 
 
KESIMPULAN 

Kebijakan pendaftaran dan biaya pendidikan di Australian Islamic Centre College 
(AICC) Victoria menunjukkan bagaimana sebuah lembaga pendidikan Islam bisa dikelola 
secara profesional, terbuka, dan adil. AICC mampu menggabungkan nilai-nilai Islam dengan 
sistem pendidikan di Australia dengan menerapkan kebijakan yang menekankan tanggung 
jawab serta kualitas dalam layanan pendidikan. Dalam penerapannya, AICC tidak hanya 
menganggap perjanjian pendaftaran dan ketentuan biaya sebagai aturan administratif biasa, 
tetapi juga sebagai bentuk komitmen moral untuk melindungi hak siswa dan menjaga 
tanggung jawab lembaga tersebut. Prinsip transparansi terlihat dari penyampaian informasi 
yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan detail biaya pendidikan yang diberlakukan. 
Akuntabilitas juga terwujud melalui sistem pengawasan serta mekanisme penyelesaian 
keluhan yang memberi rasa adil kepada siswa. 

Meskipun sudah berjalan dengan baik, AICC masih menghadapi tantangan terkait 
pembiayaan, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan penghasilan rendah. 
Upaya-upaya seperti diskon biaya, pembayaran bertahap, dan bantuan dari komunitas 
menunjukkan keseriusan AICC dalam menjaga akses pendidikan bagi semua kalangan. 
Namun, langkah-langkah lebih lanjut seperti pengembangan beasiswa atau kerja sama 
dengan organisasi sosial masih perlu ditingkatkan agar prinsip keadilan benar-benar 
tercapai. Secara keseluruhan, kebijakan yang diterapkan di AICC Victoria menunjukkan 
bahwa lembaga pendidikan Islam bisa berkembang secara modern sekaligus menjaga nilai-
nilai spiritual dan sosial. Profesionalisme, kebukaan, serta perhatian terhadap kesejahteraan 
siswa menunjukkan bahwa AICC bukan hanya sekadar tempat belajar, tetapi juga wadah 
untuk membentuk nilai keadilan dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan. 
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